SALINAN .

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2018

"TENTANG

PEMBUBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN

DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Meniv'mbang i

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 305
Tahun 2016, telah dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran dan
Komisi Informasi Provinsi yang bertugas untuk memberikan
dukungan pelayanan administrasi bagi Komisi Penyiaran
Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Daerah
Provinsi DKI J akarta;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, fungsi penyiaran tidak termasuk dalam urusan
pemerlntahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

c. bahwa berdasarkan ‘pertimbangan sebagaimana dimaksud
~dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembubaran Unit Pelaksana Teknis
Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi; -

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
“Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebaga1 Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; '

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 'tental:lg
Perangkat Daerah; : '



Menetapkan :

5.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Prov1nS1 Daerah Khusus Ibukota
Jakarta; :

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat - Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatlka dan
Statistik;

MEMUTUSKAN . :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN  UNIT
PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI

Pasal 1

‘Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan Unit Pelaksana

Teknis Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi

Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 305 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Sekretamat Komisi Penyiaran Dan Komisi Informas1

Prov1ns1

Pasal 2

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
untuk selanjutnya pelaksanaan tugas :

'_ a. pembenan dukungan pelayanan administrasi bagi Komisi

Penyiaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai penjelasan Surat

Menteri Dalam Negeri tanggal tanggal 22 Jum 2017 Nomor 903/
- 2930/8J; dan

b. pemberian dukungan pelayanan administrasi bagi Komisi

Informasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memb1dang1
komunikasi dan 1nformat1ka

Pasal 3

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pendanaan, Personil, Prasarana dan Sarana serta Dokumen
(P3D) pada Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Komisi
Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi dialihkan kepada
Perangkat Daerah yang memb1dang1 komunikasi dan
informatika. ' ’

-(2) Pengalihan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh Asisten yang memb1dang1 pemerintahan
melalui Biro yang membidangi organisasi dengan mehbatkan
unsur :

a Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;-

c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;



LI

d. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan;
e. Perangkat Daerah yang membidangi pen'gelolaan aset; dan
f. Perangkat Daerah‘yang membidan;gi kearsipan.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan
Gubernur ini. . : :

Pasal 4

Pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran Unit Pelaksana
Teknis Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi
Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

-Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 305 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran -dan
‘Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus-
Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62202), dicabut dan
. dinyatakan tidak berlaku. _

' _ Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
~ IBUKOTA JAKARTA,

ttd

| | ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta a o
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
' IBUKOTA JAKARTA, ,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62031 - o

- Salingn=sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRGHUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAE
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